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ABSTRACT 

This study writes about the lawsuits against encumbering mortgage rights 

which results in the liability being null and void and has no binding power. The 

creditor of the mortgage rights holder is a very disadvantaged party. A credit 

agreement that originally used a guarantee for the existence of these restrictions, 

the loan becomes insecure.  

The cause you want to answer is  : what is the posistion of the creditor if 

the mortgage is declared null and void by the district court because of an unlawfull 

act; what is the legal protection of creditors if the mortgage is declared null and 

void by the district court because of an unlawfull act; what is the settlement if the 

burden of mortgage is declared null and void by the district court because of an 

unlawfull act. This study uses two approaches, namely the law approach and the 

case approach.  

The results of this study : the position of the creditor which was prioritized 

or prior to becoming a creditor (droit de preferen) whose position is the same as 

that of other creditors (konkuren) in the case of repayment of their receivables and 

the provisions of the general guarantee (Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata). The creditor of the mortgage rights can still request this rights to the 

debtor even without a guarantee. Settlemet of the rights of creditor holder of 

liability rights is possible to take litigation and non litigation pathways. Litigation 

path is carried out with the help of the state court r the creditor file a claim for 

default against the debtor which is proceded by giving a subpoena. Non litigation 

channels are carried out based the provisions of UU No. 30 Tahun 1999 tentang 

Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Several alternative disputes 

resolution known in Indonesia are consultation, conciliation, arbitration 

mediation, and negotiation. An alternative mechanism for resolving disputes is to 

find common ground for problems between debtors and creditors.  

Keywords : mortgage rights, null and void 
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ABSTRAK 

Penelitian ini menulis tentang gugatan perbuatan melawan hukum 

terhadap pembebanan hak tanggungan yang berakibat hak tanggungan tersebut 

menjadi batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Kreditur 

pemegang hak tanggungan  merupakan pihak yang sangat dirugikan. Perjanjian 

kredit yang semula menggunakan jaminan kebendaan, dengan adanya pembatalan 

tersebut, maka piutangnya menjadi tidak aman (unsecured loan).   

Permasalahan yang ingin dijawab adalah bagaimana kedudukan kreditur 

apabila Hak Tanggungan dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri 

karena adanya perbuatan melawan hukum; bagaimana perlindungan hukum 

terhadap kreditur apabila hak tanggungan dinyatakan batal demi hukum oleh 

Pengadilan Negeri karena adanya perbuatan melawan hukum; dan bagaimana 

penyelesaiannya apabila pembebanan hak tanggungan dinyatakan batal demi 

hukum oleh Pengadilan Negeri karena adanya perbuatan melawan hukum. 

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu: pendekatan undang-undang 

(statue approach) dan pendekatan kasus ( case approach).  

Hasil dari penelitian ini : kedudukan kreditur yang semula diutamakan atau 

mendahulu (droit de prefern) menjadi kreditur yang kedudukannya sama dengan 

kreditur lainnya dalam hal pelunasan piutangnya (konkuren) dengan ketentuan 

jaminan umum (Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Terhadap 

piutangnya, kreditur pemegang hak tanggungan tetap dapat meminta haknya 

(penyelesaian piutangnya) kepada debitur, meskipun tanpa adanya jaminan. 

Penyelesaian atas hak-hak kreditur pemegang Hak Tanggungan  dimungkinkan 

menempuh jalur litigasi maupun non litigasi. Jalur litigasi (in court settlemet) 

dilakukan dengan bantuan peradilan negara atau  kreditur mengajukan gugatan 

wanprestasi terhadap debitur, yang didahului dengan pemberian somasi. Jalur non 

litigasi (out of court settlement) dilakukan berdasarkan ketentuan UU No. 30 Tahun 

1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase. Beberapa alternatif 

penyelesaian sengketa yang dikenal di Indonesia adalah konsultasi, negosiasi, 
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mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Mekanisme APS dilakukan untuk mencari titik 

temu dari permasalahan antara debitur dan kreditur.  

Kata Kunci  : hak tanggungan, batal demi hukum 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


